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Abstrak: Tingginya kasus perceraian membawakan pengaruh yang sangat dalam bagi kesejahteraan anak.
Anak dapat terpapar dampak negatif yang signifikan terhadap kesejahteraanya, khususnya dalam aspek
emosional, sosial, dan psikologis. Tujulan penelitijan ini [adjallah untuk meng|anjalisis blaglaim|an|a
perlindunglan hjak |anjak plascla percerfailjan dlan blaglaim|anja kesejlahter|ajan merek|a djaplat terjlag|a
meskipun orlang tulany|a berpislah. Metode y|ang digun|ak|an djallam penelitijan ini |ad|aljah yuridis-norm|atif
denglan pendek|atjan undjang-undjang djan konseptulal, menglacu pladja Und|ang-Und|ang No. 39 T|ahun 1999
tentlang HJAM djan Und|ang-Undjang No. 23 T|ahun 2002 tentlang Perlindunglan |[Anjak. Hiasil penelitijan
menunjukk|an blahw|a meskipun regullasi sudjah |ad|a, implement|asi perlindung|an hak anak masih menemui
kendala dalam praktiknya, seperti kurangnya Kketerlibatan aktif dari berbagai pihak, yang menjadikan
kesejahteraan anak sebagai prioritas utama, sehingga menyebabkan anak terpapar berbagai macam dampak
negatif. Perlindungan yang lebih komprehensif dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga
terkait diperlukan untuk menjaga kesejahteraan anak pasca perceraian.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Kesejahteraan Anak, Perceraian.
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PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada setiap individu, termasuk anak-
anak, yang wajib untuk dihormati dan dilindungi. Menurut Heidemans, anak memiliki hak untuk
dilindungi dan diperlakukan dengan baik. Hak-hak tersebut sangat berhubungan dengan
kesejahteraannya dalam keluarga, sebagai unit utama penompang kesejahteraan anak. Karena
lingkungan pertama seorang anak adalah keluarga. Secara umum, kelularg|a terdiri d|ari |Jay|ah, ibu,
dlan |anjak-|anjak, ylang m|an|a |ay|ah d|an ibu memiliki perlan seblag|ai orlang tula d|ari |an|ak-
lanjaknyla. Sehingg|a, terbentukny|a k|ar|akter seor|ang |an|ak s|ang|at dipeng|aruhi oleh per|an or|ang
tula. Dlallam konteks perkawinan, penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terjaga,
terutama terkait dengan kesejahteraannya. Namun, tidak sedikit para orang tua memutuskan untuk
mengakhiri status perkawinanya dengan alasan yang tidak terlepas dari egonya masing-masing.

Indonesia termasuk salah satu negara yang kasus perceraiannya meningkat. Data dari Badan
Pusat Statistika (BPS) menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir, kasus perceraian meningkat
sebanyak 77,03%. Meningkatnya kasus Perceraian akan menimbulkan berbagai dampak pada
kesejahteraan anak. Penelitian Amanto dan Keith, menunjukk|an bjahw|a |an|ak-|an|ak d|ari kelu|arg|a
bercerlai cenderung memiliki kesejlahter|alan psikologi ylang lebih rend|ah dibjandingk|an deng|an
|anjak-|anjak d|ari kelujarg|a ylang utuh. Oleh sebab itu, perlu adanya perlindungan kesejahteraan
terhadap hak anak setelah orang tuanya bercerai.

Indonesia telah memiliki kerangka regullasi y|ang cukup jellas untuk melindungi hjak |anjak.
Und|ang-Und|ang No. 39 T|ahun 1999 t|antjang HJAM menc|akup h|ak |an|ak d|aljam plas|al 52, d|an
Und|ang-Undjang No. 23 T|ahun 2002 tentlang perlindunglan |anjak, menek|ank|an pentingny|a
perlindunglan hak-hak anak. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,
yang menekankan perlunya melindungi kesejahteraan anak setelah perceraian.

Meskipun terdapat landasan normatif yang cukup kuat, dalam praktiknya, perlindungan hak-
hak anak setelah perceraian sering kali mengalami kendala. Anak-anak sering kali tidak
mendapatkan akses yang memadai ke layanan dukungan psikologis yang mereka butuhkan setelah
perceraian orang tua mereka. Penegakan hak asuh juga sering kali tidak berjalan sesuai harapan,
yang mengakibatkan dampak serius terhadap kesejahteraan anak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitilan y|lang digun|ak|an |ad|allah yuridis-norm|atif y|aitu penelitijan y|ang dillakuk|an
denglan clarla meneliti bjahjan-blahjan pust|ak|a |atjau d|atla sekunder ylang menjladi dlas|ar d|ari
penelitilan. Penulis menggunakan metode ini karena mengandalkan bahan-bahan pustaka sebagai
sumber data utama untuk menganalisis. Pendek|atlan dlallam penelitijan ini |ad|allah st|atute
|approlach |atjau pendek|at|an per|atur|an perund|ang-und|ang|an yaitu UU No. 39 Tahun 1999 tentang
Hak anak, UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindunglan |anjak d|an Und|ang-Undjang Nomor 1
Tlahun 1974 tentlang perk|awinjan, ylang menek|ank|an perlunyja melindungi kesejahteraan anak
setelah perceraian serta pendekatan conceptual approach atau pendekatan konseptual. Menurut Peter
Mahmud Marzuki, pendekatan peraturan-undangan (statute Approach) dilakukan dengan menelaah
semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas yaitu
mengenai hak asasi manusia terhadap kesejahteraan anak pasca orang tuanya bercerai. Sementara
itu, pendekatan kontekstual (conceptual approach) berangkat dlari plandjang|an-p|and|anglan d]an
doktrin-doktrin yjang berkemblang di djaljam ilmu hukum yjang memiliki keterk|aitjan denglan isu
penelitijan.

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.
Buku yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah buku karangan dari Peter Mahmud Marzuki,
yang berjudul Penelitian Hukum.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
PERCERAIAN MEMPENGARUHI KESEJAHTERAAN ANAK

Perceraian memiliki konsekuensi, di mana hak orang tua berakhir dan beralih menjadi
“perwalian”. Perwalian adalah istilah yang merujuk pada hak dan tanggung jawab orang tua untuk
merawat anak setelah perceraian. Bagi anak perceraian merupakan suatu hal yang menjadi tekanan
pada batin yang dirasa sangat menyakitkan. Pada umumnya setiap anak menginginkan hidup dengan
kedua orang tuanya yang dalam arti keluarga yang utuh. Sehingga jika orang tuanya memilih untuk
bercerai yang paling merasakan dampak negatifnya adalah sang anak. Dampak perceraian
menyebabkan perubahan pada batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam keluarga. Perubahan ini
mengakibatkan perubahan dalam rutinitas harian anak, keterpaparan anak pada konflik antara orang
tua setelah berceraian, serta menurunnya hubungan anak dengan orang tua. Dalam kondisi seperti ini,
jika keharmonisan dalam keluarga terpecah, anak akan terus mengalami kekurangan dukungan
selama masa perkembanganya. Hal ini berkontribusi pada penurunan kesejahteraan anak.

Kondisi keluarga memiliki peran penting dalam menentukan kesejahteraan anak. Sebuah
keluarga yang sehat dan harmonis mampu memberikan dukungan emosional dan perhatian yang
dibutuhkan untuk perkembangan anak yang optimal. Sebaliknya, jika orang tua sibuk dan jarang
berkomunikasi dengan anak, kebutuhan emosional anak bisa terabaikan. Anak-anak dalam keluarga
yang terlihat sempurna pun bisa mengalami masalah psikologis seperti stres dan kecemasan akibat
konflik internal antara orang tua. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk tidak hanya fokus
pada aspek fisik dan material, tetapi juga pada pembentukan karakter serta pemberian pendidikan
yang berkualitas bagi anak. Pemeliharaan dan pendidikan anak bukan sekadar tanggung jawab
sebagai wali, tetapi merupakan upaya untuk menjaga kesejahteraan emosional dan mental anak.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sudah berubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun
2019, memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai perkawinan dan tanggung jawab orang tua
terhadap anak di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan
sah antara pria dan wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera.
Berdasarkan Pasal 41 apabila sudah bercerai, kewajiban selaku orang tua untuk merawat dan
mendidik anak tetap harus terlaksana sesuai dengan kebutuhan anak Dalam hal terjadi perselisihan
mengenai hak asuh anak, pengadilan akan menentukan pihak yang mendapatkan hak asuh tersebut,
sementara biaya pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi kewajiban yang harus ditanggung ayah.
Seorang ibu juga bisa turut membiayai, apabila ayah tidak sanggup membiayainya. Meskipun sudah
bercerai, selaku orang tua masih wajib untuk menjamin kehidupan yang layak bagi anaknya.

Prioritas yang utama dalam masyarakat adalah perlindungan terhadap anak. Hal ini ditegaskan
berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berisi sebuah penegasan tentang
kewajiban orang tua kepada anak setelah bercerai. Pasal tersebut menekankan bahwa kewajiban
merawat dan mendidik, serta memberikan perlindungan yang layak terhadap anak tidak hilang hanya
karna orang tua berpisah. Selain itu, UU No. 35 Tahun 2014 juga menegaskan kewajiban negara dan
semua pihak dalam melindungi hak anak. Hal itu artinya bahwa perlindungan anak adalah tanggung
jawab kolektif yang memerlukan kerjasama dari berbagai entitas. Pasal 21 ayat (2), melindungi dan
memenuhi hak anak yang merata menjadi fokus dari kewajiban negara. Hal ini menekankan bahwa
pentingnya Tindakan konkret dan komprehensif dari negara untuk menjaga kesejahteraan anak.
Negara harus memastikan bahwa anak tidak terabaikan secara emosional dan psikologis dengan
menyediakan akses ke layanan kesehatan mental dan pendampingan sosial.

Anak yang tumbuh dalam keluarga yang tidak utuh seringkali mengalami tekanan psikologis
yang signifikan, yang dapat menimbulkan luka batin yang serius terhadap anak. Sehingga dapat
memicu berblag|ai mlas|aljah keseh|atjan ment|al seperti kecem|as|an, depresi, djan glanggu|an fisik.
Menurut |Am|ato, |anjak-|anjak d|ari kelu|arg|a y|ang bercerlai memiliki risiko dua kali lipat untuk
mengalami gangguan depresi dibandingkan anak-anak dari keluarga utuh. Stres berkepanjangan
akibat perubahan lingkungan dan kehilangan sosok orang tua dapat berdampak buruk pada
perkembangan emosional, gangguan kecemasan, depresi, sosial, hingga manifestasi fisik seperti sakit
kepala dan bahkan asma. Berdasarkan studi kasus yang terjadi di sebuah Kabupaten Situbundo,
dlamp|ak percerfailan or|ang tula terh|ad|ap psikologis anak menunjukkan beberapa konsekuensi,
Penelitian mengungkapkan bahwa, anak-anak mengalami perasaan malu dan kesedihan akibat
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ketidakharmonisan dalam keluarga. Sehingga beberapa anak-anak di desa tersebut menjadi lebih
mandiri dan sudah memiliki pikiran akan solusi dalam kemampuan bertahan hidup.

Rasa malu berlebihan dan kurangnya keterampilan bersosialisasi termasuk akibat yang
ditimbulkan terhadap anak usai orang tuanya bercerai. Kenyamanan dan rasa percaya diri anak dapat
terguncang secara drastis setelah perceraian orang tua. Perpisahan ini sering kali dirasakan sebagai
momen tragis yang membuat anak merasa terasing dan tidak ny|am|an d|allam berinter|aksi deng|an
orlang llain. Blany|ak |anjak y|lang merasa ingin bersembunyi di “cangkang" rumah atau kamar
mereka, menghindari interaksi sosial karena rasa malu yang mendalam terhadap situasi keluarganya.
Studi menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga bercerai cenderung mengalami fobia sosial dan
kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal. Hal ini dapat menyebabkan penurunan
keterampilan bersosialisasi yang sangat penting bagi perkembangan mereka di masa depan.

Akibat perasaan malu yang berlebihan, kepercayaan diri anak juga dapat terganggu. Mereka
sering klali menylallahk|an diri sendiri |at|as percer|ailan y|ang terj|adi, mer|as|a |ad|a y|ang tid|ak beres
djallam diri mereka. Kondisi ini membuat mereka enggan untuk aktif di sekolah atau berpartisipasi
dalam kegiatan sosial lainnya. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dengan latar belakang
perceraian lebih cenderung memiliki citra diri yang negatif, sehingga mereka ragu untuk mencoba
hal-hal baru. Hal ini menciptakan siklus ketidakpercayaan diri yang sulit diatasi tanpa dukungan
yang tepat. Perasaan was-was dan ketakutan pada hal-hal sepele dapat menjadi beban emosional
yang berat bagi anak-anak. Anak-anak sering kali merasa cemas tentang masa depan dan hubungan
antarpribadi, terutama jika mereka terjebak dalam konflik antara orang tua.

Depresi adalah salah satu gangguan kesehatan mental paling serius yang dapat dialami oleh
anak-anak setelah perceraian orang tua. Gejala depresi ini bisa terlihat dari perubahan perilaku,
seperti ketertarikan diri dari interaksi sosial, berpikir negatif, dan kesulitan dalam mengatasi emosi.
Penelitian menunjukkjan bjahw|a |an|ak-|anjak y|ang meny|aksik|an percer|ailan orlang tula memiliki
risiko lebih tinggi untuk menglallami depresi di masa dewasa jika tidak mendapatkan dukungan
emosional yang memadai.

Lingkungan keluarga yang tidak harmonis dapat menghambat kemampuan anak untuk belajar
dengan efektif. Ketika anak-anak menghadapi situasi perceraian, konsentrasi mereka di sekolah
sering terganggu. Stres emosional akibat perpisahan dapat menyebabkan penurunan nilai akademik
dan kepatuhan terhadap aturan sekolah. Sebuah penelitian menemukan blahwl|a |an|ak-|anjak dlari
kelujargla bercer|ai cenderung memiliki prestlasi |aklademik ylang lebih rendjah diblandingk|an
deng|an tem|an seblay|a merek|a d|ari keluarg|a utuh.

Ketikla duja orlang dewl|asla ylang sehjarusny|la menjladi contoh d|an sumber dukungan
berpisah, anak-anak sering kali merasa bahwa kepercayaan mereka terhadap hubungan romantis dan
interpersonal lainnya hancur. Hal ini menyebabkan mereka menjadi skeptis terhadap janji dan
harapan, serta meremehkan hubungan dengan guru, teman, dan pasangan. Menurut penelitian yang
dipublikasikan dalam International E-journal of Advances in Social Sciences, anak-anak dari
keluarga yang berpisah mengalami kesulitan dalam mempercayai orang lain dan cenderung merasa
selalu dikhianati, yang dapat mengakibatkan kekecewaan dan rendahnya rasa percaya diri saat
berinteraksi dengan orang lain.

Kondisi emosional yang tidak stabil ini juga diperparah oleh gangguan emosional yang sering
dialami anak-anak tersebut, seperti kecemasan, stres, dan depresi. Mereka mungkin merasa sangat
sensitif dan mudah tersinggung, sering menangis tanpa sebab yang jelas. Penelitian menunjukkan
blahw|a |an|ak-|anjak d|ari kelulargla bercerlai memiliki risiko lebih tinggi untuk menglallami
m|as|aljah kesehatan mental di masa depan jika tidak mendapatkan kemampuan yang memadai. Di
sisi lain, perubahan keadaan materi juga dapat mempengaruhi kepercayaan diri anak. Ketika orang
tua bercerai, anak-anak sering kali menyaksikan penurunan dalam kondisi ekonomi keluarga, yang
mengharuskan mereka beradaptasi dengan situasi baru dan belajar hidup hemat. Hal ini dapat
menambah beban emosional mereka dan membuat mereka merasa tidak aman.

Selain itu dampak dari perceraian juga bisa menyebabkan terbentuknya karakter negatif dan
berujung pada kenakalan remaja. Kenakalan ini bisa terkait dengan tindakan kriminal atau tidak,
seperti membolos sekolah, bersikap kasar, dan kurang sopan kepada orang tua. Berdasarkan sebuah
hasil observasi, dampak perceraian orang tua mempengaruhi cara anak berkomunikasi dengan orang
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lain. la cenderung memiliki kepribadian yang cuek, sering mengabaikan nasihat dari orang lain dan
pemilih dalam bersosialisasi, hanya bergabung dengan orang-orang yang memberinya kesenangan,
seperti yang berkaitan dengan minuman keras dan merokok. Dengan demikian, banyak sekali
dampak yang dapat ditimbulkan karena perceraian orang tua yang menyebabkan kesejahteraan anak
menurun.

PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN HAK ANAK SETELAH ORANG TUANYA
BERCERAI

Menurut Fitriani, perlindungan anak meliputi segala usaha untuk menciptakan kondisi di mana
lanjak d|ap|at menikmlati h|ak-h|akny|a d|an berkemb|ang sec|ar|a |allami, b|aik fisik, ment|al, m|aupun
sosilal. ~ Perlindunglan |anjak dilangglap sebjaglai wujud keladiljan d]allam mj|asyl|ar|ak]at d|an
diperlukjan djallam berb|ag|ai |aspek kehiduplan berneglarla djan berm|asylar|ak|at, serta memiliki
konsekuensi hukum yang dijamin oleh undang-undang.

Berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak anak perlu diatur
melalui hukum, karena peraturan yang jelas dapat menangani isu-isu terkait hak anak. Aparat
penegak hukum juga disarankan untuk memberdayakan organisasi dalam menegakkan hak-hak anak.
Selain itu, peran orang tua, keluarga, dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan
yang aman dan menentramkan untuk perlindungan hak asasi anak. Dengan demikian, upaya ini
diharapkan memberikan dampak positif bagi anak, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan
bangsa.

Berbicara tentang perlindungan hak anak setelah perceraian, yang tergambar adalah anak
sebagai korban. Dapat diartikan bahwa anak berada pada posisi yang dirugikan atas tindakan kedua
orang tuanya yang memutuskan untuk bercerai. Dasar hukum utama yang mengatur perlindungan
lanjak [ad|allah Undjang-Und|ang No. 23 T|ahun 2002 tentjang Perlindunglan |Anjak, y|ang tellah
diubjah denglan Und|ang-Und|ang No. 35 T|ahun 2014. Und|ang-und|ang ini mengg|arisb|aw|ahi
komitmen neglar|a untuk melindungi hak-hak anak, termasuk anak yang terdampak oleh perceraian
orang tua. Oleh karena itu, perlindunglan y|ang diberik|an oleh neglar|a meljalui und|ang-und|ang ini
slang|at penting untuk meml|astik|an bjahwla |an|ak-|an|ak tid|ak h|any|a terlindungi dari kekerasan dan
pengabaian, tetapi juga mendapatkan perhatian dan dukungan yang mereka butuhkan untuk tumbuh
dan berkembang.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mendefinisikan anak sebjag|ai seseor|ang
ylang berusila di blaw|ah 18 t|ahun, term|asuk |anjak y|ang m|asih d|aljlam k|andunglan. Undang-
undang ini menekankan bahwa setiap anak berhak atas kehidupan, tumbuh dan berkembang, serta
berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat. Dalam konteks perceraian, ini berarti bahwa meskipun
orang tua mereka terpisah, anak tetap berhak atas kasih sayang, pendidikan, dan dukungan emosional
dari kedua orang tua. Salah satu aspek penting dari perlindungan anak pasca perceraian adalah
kewajiban orang tua untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk pendidikan, kesehatan, dan
tempat tinggal. Pasal 9 Und|ang-Und|ang Perlindunglan |Anjak meny|atjakjan blahwl|a setijap |anjak
berhjak |atlas perlindunglan dl|ari peng|ablailan d|an keker|as|an, serta berhak untuk mendapatkan
pengasuhan dan pendidikan yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua, meskipun tidak lagi
hidup bersama, tetap memiliki tanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak sesuai dengan
kepentingan terbaik anak.

Praktik yang dilakukan dalam pengaturan mengenai hak asuh anak juga sangat penting. Hak
asuh anak adalah hak anak untuk menentukan pilihan hak asuh dari salah satu orang tua melalui
prosedur pengambilan keputusan yang sah. Dalam menentukan hak asuh, pengadilan akan
mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, yang mencakup aspek emosional, sosial, dan
finansial. Oleh karena itu, keputusan mengenai siapa yang berhak mengasuh anak tidak hanya
berdasarkan status hukum, tetapi juga mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan anak. Selain itu,
UU No. 35 Tahun 2014 juga menekankan pentingnya peran neglarja dlallam memberik|an
perlindunglan kep|adja [an|ak-|anak. Neglarla memiliki tlanggung jlaw|ab untuk menciptjak|an
lingkunglan ylang |amjan d|an mendukung bjagi |an|ak-|anjak, termasuk menyediakan layanan
kesehatan, pendidikan, dan dukungan psikologis. Hal ini menjadi sangat relevan bagi anak-anak yang
mengalami perceraian, di mana mereka sering kali membutuhkan dukungan tambahan untuk
mengatasi trauma emosional yang mungkin timbul.
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Implementasi dari undang-undang ini memerlukan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk
pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat. Pemerintah harus memastikan bahwa layanan yang
dibutuhkan anak-anak tersedia dan mudah diakses, serta memberikan pendidikan kepada orang tua
mengenai tanggung jawab mereka pasca perceraian. Melalui pendekatan holistik ini, diharapkan anak
yang orang tunya bercerai mendapatkan perlindungan dan dukungan yang maksimal untuk mencapai
kesejahteraan dan perkembangan yang optimal.

Perlindungan terhadap hak anak pasca perceraian orang tua merupakan isu yang sangat penting
dan memerlukan perhatian khusus. Perceraian sering kali meninggalkan dampak negatif yang
mendalam bagi anak-anak, yang sering kali menjadi korban dari perpecahan keluarga. Dalam kondisi
tersebut, anak berada dalam posisi yang rentan dan berpotensi mengalami kerugian emosional, sosial,
serta kesejahteraan mental. Undang-undang tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) menetapkan hak
fundamental setiap anak, dengan menegaskan bahwa setiap individu yang masih dalam usia anak-
anak berhak untuk mempertahankan hidup, tumbuh, djan berkemblang sec|arla optim|al djan
mempunylai hjak mend|ap|atk|an perlindung|an d|ari berblag|ai bentuk keker|as|an d|an diskrimin|asi.
Selain itu, Pasal 28D ayat (1) juga menggarisbawahi bahwa setiap individu berhak untuk diakui,
dipelihara, diasuh, dijamin kelangsungan dan perlindungan hidupnya, serta kepastian yang adil dan
perlakuan yang setara di mata hukum. Hal ini menunjukkan bahwa, perlindungan hak anak menjadi
prioritas dalam sistem hukum dan sosial Indonesia, untuk memastikan bahwa mereka tetap
mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka peroleh, meskipun orang tua mereka telah berpisah.

Kepentingan menjaga hak-hak anak dalam situasi perceraian orang tua juga tercermin dalam
berbagai regulasi yang ada, termasuk dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak. Undang-undang ini menekankan bahwa anak berhak atas perlindungan dari
kekerasan, pengabaian, dan diskriminasi, serta berhak untuk mendapatkan pendidikan dan
perkembangan yang optimal. Dalam situasi perceraian, anak-anak sering kali mengalami tekanan
emosional yang dapat berdampak pada kesehatan mental dan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu,
perlindungan yang komprehensif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hak terhadap anak
tetap terjaga dan mereka dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

Negara memiliki kewajiban yang signifikan dalam menjaga hak anak dan menjamin bahwa
mereka tidak menjadi korban dari konflik yang terjadi antara orang tua. Melalui kebijakan dan
regulasi yang ada, pemerintah diharapkan dapat menciptakan sistem yang responsif terhadap
kebutuhan anak-anak pasca perceraian. Ini mencakup penetapan mekanisme pemantauan untuk
memastikan bahwa keputusan terkait hak asuh dan tunjangan anak diimplementasikan dengan baik,
serta menyediakan layanan dukungan bagi anak dan orang tua yang menghadapi situasi sulit ini.
Dengan demikian, penting bagi semula pihlak, term|asuk pemerintjah, m|asy|ar|ak|at, d|an or|ang tula,
untuk bekerjjla slam|a d|allam memberik|an perlindunglan ylang m|aksim|al terh|ad|ap h|ak |an|ak
plasc|a percer|aijan. H|al ini tidjak h|any|a |ak|an memb|antu |an|ak-|an|ak meng|at|asi d|ampl|ak neg|atif
dlari percer|ailan, tetjapi jugla meml|astik|lan blahw|a merek|a d|ap|at berkemblang menj|adi individu
ylang seh|at sec|ar|a emosion|al d|an sosi|al. Perlindungl|an terh|ad|ap h|ak-hjak |an|ak h|arus menj|adi
prioritjas dlallam setilap kebijjak|an ylang berk|aitjan denglan percer|ailan, sehingg|a merekl|a d|ap|at
mer|aih m|as|a dep|an y|ang lebih bjaik meskipun d|aljam kondisi kelularg|a y|ang berub|ah.

Tid|ak hjany|a perlindung|an plad|a tingk|at njasion|al, hukum intern|asion|al jugla memberik|an
lland|as|an y|ang kulat untuk melindungi hjak-hjak |an|ak p|asc|a percer|ailan. S|allah s|atu instrumen
hukum intern|asionjal y|ang s|ang|at penting |ad|aljah Konvensi tentjang H|ak-h|ak |An|ak, yl|ang
disetujui oleh Mlajelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989.
Konvensi ini menekankan bahwa setiap anak berhak atas pengasuhan yang layak, bantuan khusus,
dan perlindungan dari berbagai bentuk eksploitasi atau kekerasan. Konvensi ini juga mengakui peran
keluarga dalam membesarkan dan mendidik anak, serta menekankan bahwa lingkungan keluarga
yang harmonis dan penuh cinta adalah tempat terbaik bagi anak untuk tumbuh dan berkembang.

Dokumen-dokumen internasional seperti Deklarasi Hak-hak Anak tahun 1959, Koven|an
Internjasion|al tentlang hjak-hjak sipil d|an politik, sertja Koven|an Intern|asion|al tentjang h|ak-h|ak
ekonomi, sosilal, djan bud|ay|a memberik|an ljand|as|an hukum ylang kulat untuk melindungi |an|ak-
lanjak, terutlam|a d|aljam konteks percerfailan. Kerangka hukum ini memastikan bahwa anak-anak
tetap berhak untuk hidup, berkembang, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial meskipun orang
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tua mereka bercerai. Namun, dalam praktiknya, perlindungan hak anak setelah perceraian
memerlukan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk negara, lembaga sosial, dan keluarga.
Kesejahteraan anak harus menjadi prioritas utama, dan semua kebijakan atau keputusan hukum
terkait perceraian harus berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun perceraian adalah
pengalaman yang sulit, anak-anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, mendukung, dan
penuh kasih, agar kesejahteraan mereka tetap terjaga.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk kesejahteraan dan perkembangan anak, namun
menghadapi tantangan dalam mengubah komitmen tersebut menjadi tindakan konkret yang terukur.
Sumber daya fiskal yang terbatas sering kali mengakibatkan kurangnya prioritas untuk kebutuhan
anak. Laporan ini menekankan perlunya setiap tingkat pemerintahan menjadikan kebutuhan anak
sebagai prioritas utama. Selain itu, kapasitas lembaga publik di tingkat daerah sering kali lebih
lemah, sehingga menghambat implementasi dan evaluasi program. Oleh karena itu, penguatan
lembaga publik yang terdesentralisasi untuk memenuhi kebutuhan anak sangat penting.

Berdasarkan sebuah kasus hukum di Nagari Pakan Rabaa Timur, terlihat bahwa pihak
pemerintah, dalam hal ini wali nagari, mengakui bahwa belum ada peraturan khusus untuk
menangani masalah hak anak. Hal ini mengakibat banyak kasus serupa masih terjadi. Meskipun
telah banyak yang mengatur mengenai perlindungan kesejahteraan terhadap anak setelah orang
tuanya bercerai rendahnya kesadaran masyarakat dan tingginya toleransi membuat banyak anak yang
ditinggalkan dan tidak mendapatkan haknya, hanya bisa menerima keadaan. Tanpa ada yang
memperjuangkan hak-hak mereka, situasi ini terus berlanjut dan berpotensi semakin meningkat.
Keterkaitan antara kerangka hukum internasional dan kondisi di Nagari Pakan Rabaa Timur
menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap implementasi perlindungan anak. Agar hak-hak anak
terlindungi dengan baik, diperlukan upaya yang lebih konkret dari semua pihak terkait untuk
menerapkan kebijakan yang mendukung kesejahteraan anak pasca perceraian, sehingga mereka dapat
menikmati masa depan yang lebih baik.

KESIMPULAN

1. Dampak perceraian terhadap kesejahteraan anak, dirasa secara emosional, sosial, maupun
akademis. Kehilangan keutuhan keluarga dapat memicu perasaan depresi, kecemasan, dan
bahkan masalah kesehatan fisik, sehingga mengganggu rutinitas harian anak yang berkontribusi
pada penurunan kesejahteraan emosional mereka. Tidak hanya itu anak sebagai korban
perceraian cenderung menarik diri dari interaksi sosial dan mengalami kesulitan dalam
membangun hubungan interpersonal. Anak-anak ini juga sering kali mengalami penurunan
prestasi akademik akibat stres emosional yang mereka hadapi dan berisiko lebih tinggi
mengalami gangguan mental. Sehingga diperlukannya peran negara dalam memberikan
perlindungan bagi anak-anak yang terdampak perceraian.

2. Indonesia berpegangan pada berbagai landasan hukum, baik nasional maupun internasional,
untuk melindungi hak-hak anak. Undang-undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002 yang
diperbarui menjadi UU No. 35 Tahun 2014 menetapkan hak dasar anak, seperti hak untuk hidup,
berkembang, dan mendapatkan perlindungan. Dalam kasus perceraian, Keputusan hak asuh anak
didasarkan pada kepentingan terbaik anak, termasuk kasih sayang dan perlindungan dari
kekerasan. Selain hukum nasional, konvensi tentang hak-hak anak juga memperkuat
perlindungan tersebut. Lingkungan keluarga yang harmonis dan penuh cinta dianggap terbaik
untuk perkembangan anak, dan dukungan dari semua pihak diperlukan agar anak-anak yang
terdampak perceraian tetap tumbumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

Saran

1. Untuk meminimalkan dampak negatif perceraian terhadap kesejahteraan anak, disarankan agar
pemerintah dan lembaga terkait mengembangkan program dukungan emosional dan sosial bagi
anak-anak yang terdampak perceraian. Program ini dapat mencakup konseling, kelompok
dukungan, dan kegiatan sosial yang membantu anak-anak membangun kembali hubungan
interpersonal serta mengatasi stres emosional yang mereka alami.

2. Penting bagi pemerintah untuk mengadakan penyuluhan dan edukasi bagi orang tua mengenai
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hak-hak anak dan dampak perceraian terhadap anak. Dengan memahami pentingnya menciptakan
lingkungan yang harmonis dan penuh cinta, orang tua dapat lebih baik dalam mendukung
kesejahteraan anak pasca perceraian, serta mengambil keputusan yang mengutamakan
kepentingan terbaik ana.
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